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PERDA PROVINSI KALBAR NO. 1. LD. 2016 SETDA PROVINSI KALBAR: 25 HLM.
PERATURAN DAERAH PROV. KALBAR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan
pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna
dengan peran serta masyarakat secara aktif;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 25 Tahun
1956, UU No 8 Tahun 1999, UU No 29 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 36
Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014,
UU No 38 Tahun 2014, PP No 51 Tahun 2009, PP No 56 Tahun 2009, Permenkes No
56 Tahun 2014, Permenkes No 58 Tahun 2014, dan Perda Provinsi Kalbar No 8
Tahun 2015;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Gubernur, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Upaya
kesehatan, Pelayanan kesehatan, Badan hukum, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit,
Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan, Sarana pelayanan kesehatan, Sarana pelayanan
kesehatan swasta, Tenaga kesehatan, Pelayanan kefarmasian, Rumah Sakit, Rumah
Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Tenaga Medis, Perawat, Tenaga Kesehatan Gigi,
Tenaga Kefarmasian, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Bidan, Refraksionis,
Analis kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Terapis wicara, Nutrisionis, Sanitarian,
Alat kesehatan, Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Surat Izin Praktik, Surat Izin
Kerja, Rekomendasi, dan Surat Tanda Terdaftar; Ketentuan mengenai Maksud dan
tujuan; Prinsip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit; Bentuk Pelayanan Kesehatan; Sistem Pelayanan Kesehatan;
Sumber Daya Kesehatan; Perizinan, Rekomendasi, Registrasi dan Akreditasi Rumah
Sakit; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi;
Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar
menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2016.



TANGGUNGJAWAB SOSIAL

2016

PERDA PROVINSI KALBAR NO. 4. LD. 2016 SETDA PROVINSI KALBAR: 15 HLM.
PERATURAN DAERAH PROV. KALBAR TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan
regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 25 Tahun
1956, UU No 19 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No
40 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 44 Tahun 1997, PP No 47 Tahun 2012,
Permensos No 13 Tahun 2012, dan Permen BUMN No Per-05/MBU/2007;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Gubernur, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendapatan
Daerah, Bappeda, Corporate Social Responsibility, Perusahaan, Mitra Program, Mitra
Binaan, Dana Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan, Penanam
Modal, Tim Fasilitasi Corporate Social Responsibility, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Musyawarah Pembangunan Provinsi, Kantor Akuntan Publik, dan Kantor Jasa
Akuntansi; Ketentuan mengenai Maksud, Tujuan dan Asas; Penyelenggaraan TSPLB;
Mekanisme Pelaksanaan TSBLP; Hak dan Kewajiban; Kelembagaan Tim Fasilitasi;
Pembinaan, Pengawasan, Pemantau dan Pemeriksaan; Forum TSBLP; Sistem
Informasi; Sanksi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan
Penutup;

- Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa
a. Program TSBLP di Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan
selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan
b. Forum TSBLP vyang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memiliki 8 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 September 2016.



PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2016

PERDA PROVINSI KALBAR NO. 3. LD. 2016 SETDA PROVINSI KALBAR: 5 HLM.
PERATURAN DAERAH PROV. KALBAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005-2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008-2028, perlu dilakukan revisi agar sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan
peraturan perundang-undangan;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 25 Tahun
1956, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 26
Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 32 Tahun 2014,
PP No 8 Tahun 2008, dan Perda Provinsi Kalbar No 9 Tahun 2005;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; Ketentuan mengenai;
Program Pembangunan Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan;
dan Ketentuan Penutup;

CATATAN :-  Peraturan Daerah ini memiliki 2 halaman penjelasan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - - 2016.



PENYERTAAN MODAL
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PERDA PROVINSI KALBAR NO. 6. LD. 2016 SETDA PROVINSI KALBAR: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH PROV. KALBAR TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

CATATAN

.- Untuk mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai

Pemegang Saham Mayoritas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap selama 3
(tiga) tahun akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 25 Tahun
1956, UU No 7 Tahun 1992, UU No 40 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 23
Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No
52 Tahun 2012, Perda Provinsi Kalbar No 1 Tahun 1999, dan Perda Provinsi Kalbar
No 4 Tahun 2008;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Gubernur,
Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Modal Daerah, Penyertaan
Modal Daerah, Modal disetor, Tambahan Penyertaan Modal, Badan Usaha Milik
Daerah, Perseroan Terbatas, Deviden, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kas Umum
Daerah, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai: Maksud dan Tujuan; Tambahan
Penyertaan Modal; Penganggaran; Pertanggungjawaban dan Kewajiban;
Pengawasan; Pembagian Deviden; dan Ketentuan Penutup;

. - Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 September 2016.



